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RINGKASAN

Kinerja Pemerintah Desa Sumbergondo dapat dilihat dari proses pelayanan
administrasi kependudukan terhadap masyarakat dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat yang membutuhkan Kkinerja pelayanan efektif dan efesien
sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tujuan 1) dapat mengetahui kinerja
Pemerintah Desa Sumbergondo dalam meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan, 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatan kinerja
Pemerintah Desa Sumbergondo dalam meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan. Metode digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dilaksanakan
dikantor Desa Sumbergondo Kota Batu. Penentuan informan digunakan Purposive
sampling, Pengumpulan data menggalikan observasi, wawancara, dokumentasi.
analisis data ialah, reduksi data, penyajian data dan menarikan kesimpulan.
Keabsahan data dapat digunakan tringulasi. Hasil peneliti menunjukkan kinerja
Pemerintah Desa Sumbergondo dari kelima indikator adalah produktivitas sudah
baik dapat memberikan pelayanan pada masyarakat, kualitas layanan juga sudah
baik, responsivitas juga sudah baik dengan adanya program yang sudah berjalan
sesuai aturan yang ada, responsibilitas dalam kinerja pelayanan sudah baik karena
proses pelayanan administrasi kependudukan dilakukan dengan cepat yaitu hanya
membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Akuntabilitas sudah baik yang dilihat dari
aturan, norma atau perilaku pelayanan yang dikembangkan warga . Faktor
pendukung kinerja sudah baik maka adanya aplikasi E-desa yang membantu dalam
pembuatan surat keterangan. Faktor penghambat masih kurang dalam perlengkapan
surat menyurat seperti: KK, KTP Dan Akta Kelahiran dan sebagainya.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja pada dasar dapat dilihat dari dua segi adalah kinerja pengawai
individu dan organisasi. Kinerja pegawai ialah hasil kerja perseorang dalam suatu
organisasi sedang kinerja organisasi dapat melihat dary totalitas hasil kerja yang
dicapainya. Kinerja organisasi yang telah melaksanakan dengan tingkat
pencapaiannya tertntu. Seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan
sebagai tugas yang diembanin dan tercapai tujuan organisasi tidak bisa lepas dari
sumber daya dapat memiliki oleh organisasi yang digerakan dapat dijalankan
pegawai berperan aktif sebagai pelaku dalam mengupayakan tujuan organisasi
Menurut Harbani, (2019: 203)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63
Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik seperti
prosedur pelayanan, syarat pelayanan, kemampuan tugas pelayanan, kecepatan
pelayanan, keadilan pendapatan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan
kepastian jadwal pelayanan, maka Pemerintah memiliki konsekuensi untuk
meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik.

Penelitian tentang kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan
pelayanan administrasi kependudukan dilakukan karena masyarakat yang sering

dihadapi oleh pemerintah desa sumbergondo merupakan kendala mengenai



kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan adanya masalah saat ini adalah
warga ingin pembuatan produk dary admnistrasi kependuduan yatu KK, KTP,
Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Dan Akta Kematian masih
ada warga yang belum lengkapi dengan syaratan. Untuk membawa persyaratan
membuat rekomndasi KK atau KTP dan lain sebagainya. Belim lengkap
persyartan tersebut karena kurangnya inforrmasi dri pihak pemerintah desa

terkait persyaratan yang membutuhkan masyarakat. Jurnal.

1.2. Rumusan Masalah
Diuaraikan di atas dengan rumusan maslah yaitu:
1. Bagaimana Kkinerja pemerintah desa sumbergondo dalam meningkatkan
pelayanan administrasi kependudukan?
2. Faktor pendukung dan penghambatan kinerja pemerintah desa sumbergondo

dalam meningkat pelayanan administrasi kependudukan?

1.3. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui kinerja pemerintah desa sumbergondo dalam
meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja pemerintah desa

sumbergondo dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.



1.4. Manfaat penelitian
1. Manfaat Teoritis
Peneliti diharap dapat memperoleh infrmasi atau pengetahuannya lebih
mendalam tentang kinerja pemerintah desa sumbergondo dlam meningkatkan
pelaynan administrasi kepedudukan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian dapat memberi masukan kepada pemerintah desa, khusus bagi
pemerintah desa sumbergondo kecamatan bumiaji kota batu Dalam

meningkat pelayanan administrasi kependudukan.
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